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LEGISLASI

Perlindungan Data Pribadi Menggscantung

JAKARTA, KOMPAS — MNasib Ham-
cangan LUindang-TUindang Perlin-
dunesan Data Pribadi kian tidalk
Jelas sctelalh tidak ada koesopa-
Eatan antara pomeoerintah <dan
Trewran Perwvakilan Raksyoat cla-
Iam pembahasan RUTLT tersebaoat.
Ialamm penutupan masa sidarng
D, poekan lalua, RUTLT itu juga
tickak termasuk wang dipatus-
kan untuk diperpanjang permm-
bahasannya olebh PP H.

Fadalial, RULU ini aonat dibua-
tuhlian untulk mengisi keko-
songan hukunm perhndungan
data prilaadi warga.

Kelanjutan pembaliasan
BRLILT PP itu sepoenuhnyva boer-
gantung pada evaluns program
lemislasi  nasional {prolesnns)
tahunan, Agustos mmeencdatargs,
Sesuai jadsaal, pada 16 Juli-15
Apuastus 2021, DPPER oamengalani
masn reses. MWass sidang per-
tarma Z2021-2022 akan dimualag
Ia Arustus. Selain pembualaaan
masa sidang, g
bt jugga aboan di
dengarkan pidato kenegarann
Presiden menjelangs Hari Ke-
merdekaan 17 Agustuas 2021,

Winakil Ketwua Badan Legisiass
(Ralez) dari Fraksi DPartan Per-
saluan Pembangunan {PFPFPF)
Avcharnad Baidow i, Mlityesn
(187 20210 di Jakarta, rmoengsa-
takanm, mnasib RITLY PIDEP akan
diputuskan dalam evaluasi FPro-
lemnas 2021, Dalarm rapal ewva-
Iuasi  itw, kescpakatan antara
poemerintah dan DEER akan me-
nentukan apalkah RUTLT TP di-
teruskan atau tidak dalam masa
sidangz selanjutrya.

RUTLT PIPE telaly dibahas da-
Ilam limma kali masa sidang. Sc-
suai tata tertibx IDPH. =ebuah
RLUILT harus tuntas dibabieas da-
Barn tiga kali omasa sidang,. Na-
TWNLIIN, Prirrpitan B ER telal
memberikan sawaktu oduaa kals
Perpanjargan measa sicang.

Terknait kemungkinan  per-
panjangan poembalhiasan lagi Hha-
21 RLILT P, Baidosani menga-
takan, hal itu kemibaali pada lke-
pulusan pdmpinan PR, “Ita
bukan ranal Baleg, tetapi ranah
pirvepriniEsaTe FXPT,T wng arrrenyss

Baidowi mengoniisrn i ren-
cana evaluasi prolegnas tabun-
an akan dilakuakan pada masa
sidangz beriltutnya.

Anggota Panitia Keria (FPan-
Jad RLUTLT PIPFP yvang juss anggota
Baleg DPER, Chirist Arward,
mengatakan, suatu KLU dapat
diperpanjang jika materi RUITT
terscbhut komplceks, jumilalh pa-
salnwa banyalk, dan heban tugas
komisi tidak berat. Balep sejak
anvwral telah mengatur setiap ¢

lenglkapan dewan CARKTY ha-
mva akan membahoas sato RLTLY
dalam sate tabhun prolegoeas,
AT tidak dapat mongsajulkan
ulan pembahasan BRLTLT lain
sammipai sati BRLTLT wang telah
dibxahas itu tuntas.

IDernman kondisi pembahasan
FRLTLT PYE vrang buntu, noenerut
Christina, PR menanti itiked
braik pemerintah untuk menun-
taskan RLIL! ini. Sebaly, katans a,
substansi HKULD itu sebenarossa
tidak terlalu kompleks lantaran
junlah pasalnye tidal bansab
oy saja, permerintals oipoan-
dangz  tidak kooperatif dalson
mermbahas RLILT  itw. Dralanns
Feerrmirnardng, alkkhic Juni, tecjacli
kebuntuan  karens  perbedann
pendapal antars pemerintah
dan DXPER menyvangkut indepen-
densi badan otoritas pongawas
perlindungan data pribadi

Thdlendelknym ind di Komindbos
Cementerian Komunikasi das
Informatikal. Kecuali ada arah-
a1 ddari Presiden agaar Kominto
mau menceari titik temua, maloa
ticddak  akan bisa  jalan. Sorrsd-
rrverdirgs Kemarin, mereka sudah
bhisa sepakat, Ialua beherapra jans
kemucdian mengingkari. Trni.
Bean, tidak ada itilkad baik oa-
myanya” kKata Christinas

ranghkal perboedaan sikap an-
tara pomerintalh dann DPR ialal
pada status independensio obo-
rilzas  pengansias o e cluresar
data pribkadi. Pemerintaly yane
diwakili Kominfo  ingin agar
ctoritas itu herada di basseah
Forminto, se e nlara DR
menginginkan bhadan itu berada
langsung di bawah Presiden.

Pada Feonsinyvaoring. akluir Ju-
ni. pemerintah dan DPR sempat
sepakat badan ita di bawah Pre-
sidern. MNamoun, pada hari ter-
akhir Ronrsiravering.,. pomerintal
kembali kepada definisi baclanm
independen di bawah Komiofo,
sang berbedas dengoan kesepaoa-
katan scbhbelumnsa. Dengan de -
miikian, belham ada titik temua
yans dapat diambil dalamy o
RIS TS Antzara paemerintal
dan DPR tersebuat.

Koetwra Pangas IRUTLT PEYE Adbddual
Flhaoris  Almasyvhari mengato-
kan, pihaknya ingin memasti-
lan keberadaan lemboaga pengg-
arras vang independen dan rer-
tanggung jawab kepada Proesi-
e, "TPanmja Komie=i T IDPR ingin
memnastikan keberadaan lem-
baga pengawas svang indepen-
clen. hertangsung weab kepada
Pro=siden, sang jugas akan moerng-
srarasi badan publilke dan lem-
o pemerintah lainnss sesoai
aspirasi publilk dann masuloann

para palkar. Fami saatb ini me-
nungEsn niat baik pemerintah
S EEREERE 5 menselesaikan J SR
PP demi Kedaulatan data vak-
sat Indonesia,” ucapnmya.

Skenario kesepakatan
rirektur Kksekutif Lemlbasa
Studi dan Advokasi MWMasyarakat
WWnhwaidi | Tijafar  mengatabkan,
kesepakatan antarn permerintah
dan [IDPFPR haruas dicapai antuk
meneruskan pembahasan BRU
PP karcena IRUTLT inid sudah
nEat mendesak entulk disel
kan., Kesepakatan it cdapoat oli-
Iakukan dalasmn apat paripuriEs

poembukaan masa sidang bor-
Plenitia.
Kalaupun kelanjouian presrs-

bahasan RUL itu harus diten-
11 dalam evaluasi prolesias,
Wahsuacdi., bisa saga RLILT
imisiatif pemerintah it dikelua-
arkan dulu dari prolesnoas, Se-
Tarmjutinya, Hnures it cival»ady
menjadil inisiatit PR, barwu ko
miudian RITLT §jtu dimnmasuklkcan
kembali ke prolegnas tahunan.
THEarena peada dasarnya furess-
=i legislasi itu ada di DPR. se-
kalipun pembahasannyas meli-
bhatkan Presiden. Inl sebenoaor-
iy kemungkinan wvang bisa oli-
ammlbrl dalam evaluasi prolegnas
manti. Namaan, soal indsiatif inid
akan bergantung pada sikap so-
tizap fralosi.” ujarnaa.

Skenarico lain., dalam rapat
evaliiasi prolegmnas talyvirann,
RLTLT PP tetap menjadi ina-

siatif pemerintah, tetapi ada lke-
sepakalan densan DPR untuk
meneruskan pembahasan RLUIL?
ini di masa sidang selanjutoonea,

W ahorudi mengatalan, ketigsa
shkoenario ity dapat saja diavnmibil
pemerintabh dan DPR, tetapi tu-
Juannya sama, yakni meneras
kan poembahasan RUTLT ind, Aot
iy, RLUTLT IPI2T imi harus divpa-
wvakan untuk tetap disahlkan gpa-
da 2021, Apa pun skenearcio lke-
sepakatan sang dapat disonbil,
Prubhlik sangat herharap FRLILT ia
segera diteruskan pembahasan-
nyi dan disahkan.

Keoekosorgan  halkumn peerlisn -
dungamn data pribadi rang ko -
prehensit, kata Waoahyudi, telah
memuncullkan sejumlah masa-
Labh dalarm tata kelola pelinnduegs-
a1 data, baik pada sektor puablik,
termmasub di dalaomonysa kemnwen -
terianslembaga, mavpun sektor
privat. "Peraturan pelinduoangan
data paribadi At ind juga bhelum
SECAra s IMengarnin
hak-hak subsyvck data, termmasuk
langkah-langkah ketilka  tecjadi
insiden kebocoran data priba-
di.” katasnya, CRIZKD
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